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A. Hukum Perlindungan Konsumen
1. Definisi Perlindungan Konsumen

Pernyataan yang dikemukakan oleh Az. Nasution menyatakan
bahwa kﬁer&ﬂ&;mmamﬁdi dua bagian yaitu, (1)
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Perlindungan konsumen menurut Az. Nasution merupakan
bagian dari suatu hukum yang memuat asas dan kaidah yang sifatnya
mengatur dan juga melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan
hukum konsumen didefinisikan sebagai seluruh bentuk dari asas dan

kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai

pihak yang berkaitan gugaNat produk dalam pergaulan hidup.’
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kuat dalam banyak hal, tentunya konsumen butuh terhadap suatu
bentuk perlindungan hukum yang bersifat universal.®

Setidaknya terdapat dua perbedaan aspek dalam perlindungan
konsumen, yaitu:2
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merupakan sebuah bentuk kesadaran yang hadir dan dimulai dari diri
manusia itu sendiri.
2. Sejarah Perlindungan Konsumen di Indonesia
Pergerakan sejarah kehadiran perlindungan konsumen dimulai

sejak tahun 1970-an. Tepatnya pada bulan Mei 1973, lembaga swadaya

Konsumen Ind

masyarakat mendi ikasseWyﬁasan yang bernama YLKI atau
Yayast‘;\_r,n&g

s@ Pada tahun 1988 tepatnya
i'%lqn Fe : i\ YLQ irlah LP2K yaitu

A{ééb I of -Perl I Semarang, Jawa
" Tengah. : _ ryo

kosumen semakin

te ' . Terbukti be le a-lembaga
* (P Y el emoag
\(Q)er I \ en s‘ ini i YLE : an Lembaga

*jé;m :
Yozy\a,

L
ifinya

donesiag L] v ga Konsumen

abaya

@&;}'ran penting dalam hal
pergerakan perlindungan kosumen di Indonesia dari segi advokasi
maupun dari segi peningkatan terhadap pengetahuan dan kesadaran

masyarakat mengenai perlindungan konsumen.

22 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 34.
23 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Grasindo, 2004), 53.



Perhatian terhadap hal ini juga ditandai dengan banyaknya
kehadiran studi yang bersifat akademis serta dasar-dasar yang telah
diterbitkan dan diatur dalam bentuk buku perundang-undangan.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen
Tujuan diadakannya perlindungan konsumen yang diatur dari
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d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan

e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
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ti%\@&m&f &O

ZQOQUk 0 { of : samnémti rugi, dan/atau

A pe | a\wﬁditerima tidak

Ay esuai deng rjanjian,at gain a%/a

w turan-perUndang-

C

k informasi dan

w " ,.
MepRﬁjgx&?;ju

prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau

jasa demi keamanan dan keselamatan
b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian
barang dan/atau jasa

c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati



d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa
perlindungan konsumen secara patut
4. Dalil Perlindungan Konsumen
Penetapan aturan perlindungan konsumen dalam Islam sesuai
dengan urutannya berdasarkan urutan pedoman hukum dalam Islam

sebagalmana yang te gdiw oleh para fugaha, yaitu: (1) Al-
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dilarang untuk saling mendzalimi atau merugikan antara yang satu
dengan yang lain sebagaimana konsep bisnis yang ada dalam Islam,
bahwa penerapan bisnis harus belandaskan pada nilai-nilai etik yang
menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.
B. Etika Bisnis Islam
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1. Pengertian Etika Bisnis Islam
Etika merupakan sebuah cabang filsafat yang mencari hakikat
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dilakukannya dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan
pemikirannya.?®

Konteks etika lebih ditujukan kepada prilaku atau tindakan
yang sifatnya individu atau perseorangan.?® Dalam ajaran agama islam

etika lebih dikenal dengan sebutan ahklak, kata ini berasal dari bahasa
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sorotan, kritikan, nilai negatif bahkan akan merujuk pada sebuah
hukuman,

b) Pelaku usaha yang dapat menerapkan etika bisnis yang baik akan
meningkatkan terhadap kinerja perusahaan atau toko tersebut,

c) Pelaku usaha yang dapat menerapkan etika bisnis yang baik akan
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a) Ketauhidan
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Prinsip ketauhidan merupakan hal yang paling mendasar,
yaitu dalam posisinya ketauhidan ini merupakan pondasi utama
bagi setiap muslim yang bertaqgwa ketika menjalankan fungsi
kehidupannya. Dengan dasar penerapan tauhid akan

menghasilkan keridhoan Allah terhadap muslim yang bertagwa

tersebut seba SelaNe kan tata cara kehidupan sesuai
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“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena
Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali
kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku

tidak adil.”
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“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan
timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

d) Bebas berkehendak



Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah
memiliki hak kebebasan dalam melakukan aktifitasnya termasuk
dalam hal berbisnis. Bebas berkehendakpun dengan batasan yang
sesuai dengan kaiah Islam. Dalam menjalankan suatu bisnis,
pelaku usaha dihadapkan dengan adanya sebuah perjanjian dan
apabila seora |II’VN\ hak kebebasan yang dimilikinya
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Penuhilah janji-janji.
Map mu, kecuali yang akan
disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu
ketika sedang berihram (haji atau umroh). Sesungguhnya
Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia

kehendaki.”

e) Tanggung jawab



Prinsip tanggung jawab sebagai etika bisnis merujuk pada
tanggung jawab moral manusia sebagai pelaku usaha kepada
Tuhan atas prilaku usaha yang dijalaninya. Pada dasarnya semua
aktifitas yang dilakukan oleh manusia akan dimintai
pertanggungjawabannya kelak di hari akhir. Sedangkan segala

sesuatu yan |I|N» nia hanya bersifat sementara dan

amanah  dari Q/yang juga  harus
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